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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYALURAN DAN 
PENGGUNAAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020 UNTUK 
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PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL 

ABSTRAK :  - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Lampiran Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2020 menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan 
Menteri Keuangan tentang Penyaluran dan Penggunaan Transfer ke Daerah dan 
Dana Desa Tahun Anggaran 2020 untuk Mendukung Penanganan Pandemi 
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional. 

    - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: 

      Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, 
TLN No.4916), UU 2 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.134, TLN No.6516), Perpres 
RI 54 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.94) sebagaimana telah diubah dengan 
Perpres RI 72 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.155), Perpres RI 57 Tahun 2020 
(LN Tahun 2020 No.98), Permenkeu RI 217/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 
No.1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Permenkeu 
RI 229/PMK.01/2019 (BN Tahun 2019 No.1745). 

    - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: 

      Penyaluran Dana Desa tahap III Tahun Anggaran 2020 atau Dana Desa tahap II 
Tahun Anggaran 2020 untuk desa berstatus desa mandiri dilaksanakan setelah 
Kepala KPPN menerima dokumen persyaratan penyaluran dari bupati/wali 
kota, berupa peraturan bupati/wali kota mengenai tata cara pembagian dan 
penetapan rincian Dana Desa setiap desa dan peraturan bupati/wali kota 
mengenai perubahan tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa 
setiap desa; peraturan desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; 
dan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun 
anggaran sebelumnya. Dana Desa Tahun Anggaran 2020 digunakan untuk BLT 
Desa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan keempat 
sampai bulan keenam dilaksanakan sesuai ketersediaan anggaran Dana Desa 
per bulannya. Dalam hal Pemerintah Desa tidak menganggarkan dan tidak 
melaksanakan kegiatan BLT Desa, penyaluran Dana Desa tahap II Tahun 
Anggaran 2021 dilakukan pemotongan sebesar 50% (lima puluh persen). 

Dalam rangka mendorong kebijakan penanganan pandemi Corona Virus 
Disease 2019 (COVID-19) dan/atau mendorong pemulihan ekonomi, Direktur 
Jenderal Perimbangan Keuangan dapat mengusulkan perubahan ketentuan 
penyaluran TKDD kepada Menteri Keuangan. 

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

  - Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 5 Agustus 2020. 

 


